
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BOGOR 
NOMOR 37 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 63 TAHUN 2020 

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 BUPATI BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola 
pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada 
masyarakat sebagai salah satu upaya dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan 
program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan 
kualitas penyelenggaraan pemerintahan, telah dibentuk 

Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik;     

  b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik 
yang akomodatif, adaptif, progresif dan berdasarkan hasil 

evaluasi dan identifikasi atas ketentuan dan kebijakan 
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Eketronik,  

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu diubah dan disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor 
Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950  Nomor 8) sebagaimana telah diubah              
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 2851); 

    

   2. Undang-Undang ... 

 

SALINAN 

 

BUPATI BOGOR 

PROVINSI JAWA BARAT 
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  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana               

telah   beberapa   kali   diubah,  terakhir  dengan  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5348); 

   9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

   11. Peraturan Presiden … 



 
 

   -3- 
    

  11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  

  12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 
16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573); 

  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang 
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 994); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12  
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan 
Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Nomor 70);  

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2020 Nomor 2); 

  16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 57); 

  17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 

Nomor 64); 
    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 63 TAHUN 2020 

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN 

BERBASIS ELEKTRONIK. 
    

  Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 

2020 Nomor 64), diubah sebagai berikut: 

  1. Di antara ... 
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  1. Di antara angka 20 dan angka 21 Pasal 1 disisipkan 2 
(dua) angka yakni angka 20a dan angka 20b dan di antara 

angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) angka yakni 

angka 21a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

   Pasal 1 

   Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

   1. Daerah adalah Kabupaten Bogor. 

   2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bogor. 

   3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

   4. Bupati adalah Bupati Bogor. 

   5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 
Kabupaten Bogor. 

   6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang 
selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan 
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memberikan 
layanan kepada Pengguna SPBE. 

   7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan 
prosedur elektronik yang berfungsi untuk 
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, 
mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi 

elektronik. 

   8. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 
komputer dan/atau media elektronik lainnya. 

   9. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah 
rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang 

dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan 
menggunakan Sistem Elektronik. 

   10. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang 
mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan 
budaya melalui proses produksi, konsumsi dan 

distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang 
tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi 

komunikasi. 

   11. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan 
informasi elektronik yang berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK). 

   12. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi 
dan sistem informasi dari akses, penggunaan, 
penyebaran, pengubahan, gangguan, atau 

penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. 

    13. Keamanan … 
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   13. Keamanan Informasi Publik adalah terjaganya 
kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan 

ketersediaan (availability) informasi publik. 

   14. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan 
data/informasi yang dilaksanakan dengan 
menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto 
beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, 

metodologis dan konsisten serta terkait pada etika 
profesi sandi. 

   15. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

suatu badan publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik 

lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta 
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan 

publik. 

   16. Informasi Berklasifikasi adalah Informasi Publik yang 
dikecualikan menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

   17. Sistem Manajemen Pengamanan Informasi adalah 
pengaturan kewajiban bagi penyelenggara sistem 

elekronik dalam penerapan manajemen pengamanan 
informasi berdasarkan asas risiko. 

   18. Pengamanan informasi adalah segala upaya untuk 
mewujudkan keamanan informasi. 

   19. Jaring Komunikasi Sandi adalah keterhubungan 
antar pengguna persandian melalui jaring 

telekomunikasi. 

   20. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, 
sarana dan prasarana, yang ketika digunakan 
bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung 
pelaksanaan SPBE. 

   20a. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan 

telekomunikasi dari penyelenggara jaringan 
telekomunikasi yang berbeda.  

   20b. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk 
penempatan sistem elektronik dan komponen terkait 
lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan 

dan pengolahan data dan pemulihan data. 

   21. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang 
menyimpan data dalam jumlah besar dengan 
mekanisme sistematis dan terstruktur. 

   21a. Interoperabilitas adalah kemampuan data untuk 
dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling 

berinteraksi. 

   22. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah 
data atau informasi secara otomatis sedemikian 
rupa sehingga memberikan kemudahan dan 

kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data 
atau informasi yang diperlukan. 

    23. Server … 
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   23. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer 
yang  menjadi tempat bagi semua simpul di dalam 

jaringan untuk bisa melakukan resource sharing. 

   24. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul   

sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-
perangkat komputer yang saling terhubung melalui 
sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara 

bersama. 

   25. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang 

meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau 
meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau 
kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau 

pemeliharaan infrastruktur dalam rangka 
meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika. 

   26. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai 
Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku 
usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan 

SPBE. 

   27. Tata   Kelola   SPBE   adalah   kerangka   kerja   yang 
memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, 

dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara 
terpadu. 

   28. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk 
mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan 
berkesinambungan, serta layanan SPBE yang 

berkualitas. 

   29. Rencana  Induk  SPBE  Pemerintah  Daerah  adalah  

dokumen perencanaan SPBE yang mendukung 
pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah 
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 

   30. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang 
terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. 

   31. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, 
perangkat lunak, dan  fasilitas  yang  menjadi  

penunjang  utama  untuk  menjalankan sistem, 
aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan 
penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, 

dan perangkat elektronik lainnya. 

   32. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program 
komputer dan prosedur yang dirancang untuk 

melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. 

   33. Aplikasi  umum  adalah  aplikasi  SPBE  yang  sama,  

standar,  dan digunakan secara berbagi pakai oleh 
Pemerintah Daerah. 

   34. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, 

dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh 
Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan 

khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah 
lain. 

    35. Keamanan… 
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   35. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang 
terpadu dalam pelaksanaan SPBE. 

   36. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang 
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan 
informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan 

keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE 
yang terintegrasi. 

   37. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang 

mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan 
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. 

   38. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 
1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang 
memiliki nilai manfaat. 

   39. Audit Teknologi   Informasi   dan   Komunikasi   adalah   
proses yang sistematis untuk memperoleh dan 
mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset 

teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan 
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi 

informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau 
standar yang telah ditetapkan. 

   40. Sistem   Elektronik   adalah   serangkaian   perangkat   

dan prosedur elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, 
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan 
Informasi Elektronik. 

   41. Pelayanan  Publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

     

  2. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 

berbunyi sebagai berikut: 

    Pasal 7 

   (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk 
memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu 

dan berkesinambungan. 

   (2) Rencana  Induk  SPBE  sebagaimana  dimaksud  pada  
ayat  (1)  paling sedikit memuat: 

    a. visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE; 

    b. arah kebijakan SPBE; 

    c. strategi SPBE; dan 

    d. peta rencana strategis SPBE. 

   (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana 
Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, dan Grand Design Reformasi 
Birokrasi. 

     (4) Penyusunan … 
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   (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 
daerah. 

   (5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

  3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 9 diubah dan ayat (8) 

Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

    Pasal 9 

   (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada 
Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah serta terintegrasi dengan 

SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain. 

   (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 

ditetapkan oleh Bupati. 

   (3) Untuk   menyelaraskan   Arsitektur   SPBE   dengan   

Arsitektur   SPBE Nasional,  Bupati  berkoordinasi  dan  
dapat  melakukan  konsultasi dengan  menteri  yang  
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang 

aparatur negara. 

   (4) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu 

dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu 
sesuai dengan kebutuhan. 

   (5) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dilakukan berdasarkan: 

    a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional; 

    b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; 

    c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai 
dengan huruf j; atau 

    d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah. 

   (6) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika. 

   (7) Domain dan referensi Arsitektur SPBE 

mendeskripsikan substansi yang meliputi: 

    a. domain Arsitektur Proses Bisnis; 

    b. domain Arsitektur data dan informasi; 

    c. domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; 

    d. domain Arsitektur Aplikasi SPBE; 

    e. domain Arsitektur Keamanan SPBE; 

    f. domain Arsitektur Layanan SPBE. 

   (8) Dihapus. 

    4. Ketentuan … 
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  4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga 

Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

    Pasal 10 

   (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman 

pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

rencana strategis Pemerintah Daerah. 

   (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun, yang meliputi: 

    a. tata kelola SPBE; 

b. manajemen SPBE; 

c. layanan SPBE; 

d. infrastruktur SPBE; 

e. aplikasi SPBE; 

f. keamanan SPBE; dan  

g. audit TIK. 

   (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan 

Peta Rencana SPBE Nasional,  Bupati  berkoordinasi  
dan  dapat  melakukan  konsultasi dengan  Menteri  
yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di 

bidang aparatur negara. 

   (4) Peta Rencana SPBE dilakukan  reviu pada paruh 
waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau 

sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, dengan 
tetap menyelaraskan dan berpedoman kepada Peta 

Rencana SPBE Nasional. 

   (5) Reviu  Peta  Rencana  SPBE  sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat  (4) dilakukan berdasarkan: 

    a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; 

    b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; 

    c. perubahan Arsitektur SPBE; atau 

    d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE. 

   (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh 
Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan 
Informatika. 

     

  5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

    Pasal 17 

   (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas: 

    a. Jaringan Intra;  

    b. Sistem Penghubung Layanan; dan 

    c. Pusat Data. 

     (2) Jaringan … 
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   (2) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, merupakan Jaringan Intra yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

interkoneksi jaringan seluruh Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau interkoneksi 

dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah lain. 

   (3) Sistem Penghubung Layanan  sebagaimana  dimaksud  
pada  ayat  (1) huruf  b,  merupakan  Sistem  
Penghubung  Layanan  yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran 
Layanan SPBE seluruh Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau 
keterhubungan Sistem Penghubung Layanan 

pemerintah/pemerintah daerah lain. 

   (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, merupakan Pusat Data yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Pusat 

Data Nasional dan instansi lainnya. 

     

  6. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 

berbunyi sebagai berikut: 

    Pasal 20 

   (1) Penggunaan  Sistem  Penghubung  Layanan  
bertujuan  untuk memudahkan dalam melakukan 

integrasi antar Layanan SPBE. 

   (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem 
Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan 

SPBE dengan Instansi Pusat, antar Pemerintah 
Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

   (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah 

Daerah harus: 

    a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan 

Intra dengan Jaringan Intra Pemerintah; 

    b. memenuhi  standar  interoperabilitas  antar  

Layanan  SPBE  yang ditetapkan Pemerintah; 

    c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi 
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang komunikasi dan 

informatika; dan 

    d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan 
dari kepala lembaga yang menyelenggarakan 

tugas pemerintahan dibidang keamanan siber. 

     

   7. Di antara … 
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  7. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut: 

    Pasal 20A 

   (1) Pusat Data menyediakan seluruh kebutuhan pusat 

data dan pusat pemulihan data untuk seluruh 
Perangkat Daerah sesuai standar yang berlaku. 

   (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus terhubung dan memiliki interkoneksi dengan 
Pusat Data Nasional.  

   (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikelola oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

komunikasi dan informatika. 

   (4)  Seluruh Perangkat Daerah harus menempatkan dan 
mengonsolidasikan server, aplikasi dan data pada 

Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

     

  8. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) 
ayat yakni ayat (2a) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga 

Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

    Pasal 21 

   (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah 
untuk memberikan Layanan SPBE. 

   (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 

    a. Aplikasi Umum; dan 

    b. Aplikasi Khusus. 

   (2a) Pengendalian keterpaduan pembangunan dan 

pengembangan aplikasi dilakukan melalui koordinasi 
dan konsultasi sesuai siklus dan mekanisme yang 
ditetapkan. 

   (3) Pengendalian keterpaduan pembangunan dan 
pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2a) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dibidang komunikasi dan informatika. 

     

  9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga 

Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 

    Pasal 26 

   (1) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 meliputi penetapan ruang lingkup, 

penetapan penanggung jawab, perencanaan, 
dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan 
perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan 

Informasi. 

    (2) Dalam … 
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   (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan 
menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, 
Pemerintah Daerah dapat melakukan dan/atau 

konsultasi kepada lembaga yang menyelenggarakan 

tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. 

   (3) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan kepada 
seluruh Perangkat Daerah dan harus memenuhi 
standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang 

ditetapkan Pemerintah. 

     

  10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga 

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: 

    Pasal 34 

   (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin 
terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi  

dan  dapat  diakses  sebagai  dasar  perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian 

pembangunan daerah. 

   (2) Manajemen  data  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  
(1)  dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan 
arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, 

kualitas data dan interoperabilitas data. 

   (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah 
dengan berpedoman kepada manajemen data SPBE 

yang ditetapkan Pemerintah. 

     

  11. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 40 disisipkan 1 (satu) 
ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai 

berikut: 

    Pasal 40 

   (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri 
atas: 

    a. audit Infrastruktur SPBE; 

    b. audit Aplikasi SPBE; dan 

    c. audit Keamanan SPBE. 

   (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi 
pemeriksaan hal pokok teknis pada: 

    a. penerapan  tata  kelola  dan  manajemen  
teknologi  informasi  dan komunikasi; 

    b. fungsionalitas teknologi informasi dan 

komunikasi; 

    c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang 

dihasilkan; dan 

     d. aspek … 
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    d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. 

   (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi 
dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga 

Audit terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

   (3a) Selain audit yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana 
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah 

atau lembaga Audit terakreditasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan juga audit 

internal oleh Pemerintah Daerah. 

   (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi 
dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum 
penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang ditetapkan Pemerintah. 

 

  12. Ketentuan Pasal 44, ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat 
(4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai 

berikut: 

    Pasal 44 

   (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan 
kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. 

   (2) Koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE di 
lingkungan Pemerintah Daerah  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris 

Daerah. 

   (3) Koordinator SPBE sebagaimana pada ayat (2) 

mempunyai tugas melakukan koordinasi dan 
penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah 
Daerah.  

   (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dibentuk Tim Koordinasi SPBE 
Pemerintah Daerah. 

   (5) Dalam rangka penerapan SPBE pada seluruh unit 
kerja, Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) harus melibatkan dan didukung oleh 
seluruh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya 
masing-masing. 

   (6) Untuk kesinergian dan keterpaduan penerapan SPBE 
dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, 
dapat dibentuk Tim Koordinasi SPBE yang melibatkan 

Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain. 

 

 

  Pasal II … 
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  Pasal II 

   

   Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

   Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

   

    Ditetapkan di Cibinong 

    pada tanggal 24 Mei 2021 

 

    BUPATI BOGOR, 
     

       ttd             
     

    ADE YASIN 

Diundangkan di Cibinong  

pada tanggal 24 Mei 2021  

  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,  
  

ttd  
  

BURHANUDIN  

  

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  

TAHUN 2021 NOMOR 37  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 
 

 
HERISON 


